
S A L IN A N

BUPATI KARANGANYAR 
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 

NOMOR 45 TAHUN 2019 

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 

NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS

DAN TUNJANGAN HARI RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

merupakan Pejabat Daerah yang berhak mendapat Gaji 

Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya sesuai ketentuan 

Pasal 8 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pem berian 

Gaji, Pensiun, atau T unjangan Ketiga Belas kepada 

Pegawai Negeri Sipil, Prajurit T entara Nasional 

. Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerim a Pensiun atau 

T unjangan, dan  Pasal 8 h u ru f  d Peraturan  

Pem erintah Nomor . 36 T ahun  2019 tentang 

Pem berian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai 

Negeri Sipil, Prajurit T entara Nasional Indonesia, 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat 

Negara, Penerim a Pensiun, dan Penerim a Tunjangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 44 Tahun 2019 

tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas dan 

Tunjangan Hari Raya;



Mengingat

t

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679);

3. U ndang-U ndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

K euangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, T am bahan 

Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tnetang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pem berian Gaji, Pensiun, atau T unjangan Ketiga 

Belas kepada  Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara 

Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerim a 

Pensiun  atau T unjangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan 

Lembaran Republik Indonesia Nomor 5888), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah ~ 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pem berian Gaji, 

Pensiun, atau T unjangan Ketiga Belas kepada



Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 

Daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Karanganyar yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Karanganyar.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan 

pemerintahan oleh pemerintah dan DPRD menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanju tnya disingkat 

PNS adalah warga negara Indonesia yang 

m em enuhi syarat terten tu , d iangkat sebagai 

Pegawai A paratur Sipil Negara secara tetap oleh 

pejabat pem bina kepegawaian u n tu k  m enduduki 

jabatan pem erin tahan.

8. Pejabat Negara adalah

a. Bupati; dan

b. Wakil Bupati;

c. dihapus

d. dihapus

e. dihapus.

9. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.



Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah

Daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Karanganyar yang disingkat DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Pemerintahan adalah daerah penyelenggara urusan 

pemerintahan oleh pemerintah dan DPRD menurut 

asas otonomi dan dan tugas pembantuan dengan 

prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai 

mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanju tnya disingkat 

PNS adalah warga negara Indonesia yang 

m em enuhi syarat terten tu , d iangkat sebagai 

Pegawai A paratur Sipil Negara secara tetap oleh 

pejabat pem bina kepegawaian u n tu k  m enduduki 

jabatan pem erin tahan.

8. Pejabat Negara adalah

a. Bupati; dan

b. Wakil Bupati;

c. dihapus

d. dihapus

e. dihapus.

9. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:



10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Karanganyar.

11. Surat Perintah Membayar yang se lan ju tn y a  

d is in g k a t SPM adalah dokum en yang diterbitkan 

oleh Pengguna A nggaran /K uasa  Pengguna 

A nggaran (PA/KPA) a ta u  pe jabat lain yang 

d itun juk  u n tu k  m en c a irk a n  dana.

12. Surat Perin tah  Pencairan  Dana yang selanjutnya 

disingkat SP2D ad a lah  surat p e rin tah  yang 

d iterb itkan  oleh PPKD selaku B en d ah ara  Umum 

D aerah u n tu k  p e lak san aan  pengeluaran  atas 

beban Anggaran P e n d a p a ta n  dan Belanja Daerah 

b e rd a sa rk a n  SPM.

2. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB baru 

yakni BAB IVA yang terdiri dari 1 (satu) Pasal yakni Pasal 

7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

. PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA 

BELAS BAGI ANGGOTA DPRD

Pasal 7 A '

(1) Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga bagi 

Anggota DPRD.

(2) Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 

bagi Anggota DPRD tidak termasuk Tambahan 

Penghasilan Pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar 

pada tanggal 21 Mei 2019 

BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar 

pada tanggal 21 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

TTD

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 45


